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PUTUSAN
Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan maijelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:
Pemohon, NIK 3201371711890001, tempat/tangal lahir Jakarta/17 November

1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota.Bogor; (Dikenal
kontrakan Bpk.Ujang), dalam hal ini berdasarkan surat kuasa
khusus bertanggal 20 Desember 2019 telah memberikan kuasa
kepada Gillang Gandi Mukthi , S.H. , dan Suprihatin, S.H., Para
advokat/kuasa hukum pada Kantor Hukum S.G& Partners dan
telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat
di JIn.KSR Dadi Kusmayadi No.22 C , Tengah, Cibinong - Bogor,
disebut sebagai Pemohon;
melawan
Termohon, tempat/tangal lahir Bogor/14 September 1992, umur 27 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Kabupaten Bogor, disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;
Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan
bertanggal 07 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan
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Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Cbn
tanggal 07 Januari 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2015,Pemohon dengan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah
Kantor =~ Urusan  Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten
Bogor.sebagaimana tertera dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA
NIKAH, tertanggal 17 Desember 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di Alamat Kp.Ciherang kidul Rt.003/Rw.003 Kel/Desa.Laladon
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;

Selama pernikahan tersebut,Pemohon dan Termohon telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami isteri (ba’daddhuhul);

Bahwa dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah

tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016,keadaan

rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis

lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

disebabkan karena :

4.1 Termohon sering membantah ucapan Pemohon selaku kepala keluarga.

4.2Termohon tidak bias menghargai Pemohon dan terlalu over protektif
yang membuat Pemohon tidak nyaman lagi

4.3Termohon pernah berprilaku kasar dan tidak pantas dilakukan kepada
Pemohon selaku suaminya yaitu seperti Memukul kepala dengan tangan
Termohon

4.4Termohon suka melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati
Pemohon ..

5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah
tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Awal tahun 2019, sejak
saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai saat ini, serta
sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai

sekarang;
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6. Bahwa kondisi dan suasana rumahtangga yang demikian dirasakan oleh
Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga bahagia dan kekal serta
untuk Mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah
tidak mungkin dapat terwujud;

7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat
dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan
rumahtangga dengan Termohon, Maka oleh karenanya Pemohon
berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi
Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun
dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah
sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup
berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan permohonan Cerai talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas,

Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/g. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk

hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:
PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak
1 (RAJl) terhadapTermohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Cibinong;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majlis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan,
sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha
mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana
Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah Nomor AKTA NIKAH bertanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan
oleh KUA Kecamatan Ciomas ,Kabupaten Bogor, telah dinazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya (  bukti P. ) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon
juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:
1. Saksi 1 saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah
sepupu Pemohon;

— Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang
telah menikah dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;

— Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan

Termohon awalnya dalam keadan harmonis, namun sejak tahun 2016

rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar

yang disebabkan Termohon sering membantah ucapan Pemohon,
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Termohon tidak bisa menghargai Pemohon, selain itu terlalu
overprotektif yang membuat Pemohon tidak nyaman lagi, Termohon
berprilaku kasar dan suka melontarkan kata-kata kasar yang
menyakitkan hati Pemohon;

— Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

— Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah
rumah sejak awal tahun 2019 sampai sekarang yang disebabkan
Pemohon pergi;

— Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

— Bahwa saksit idak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan
Termohon ;

2. Saksi 2 saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah
teman kerja Pemohon;

— Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang
telah menikah dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;

— Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon awalnya dalam keadan harmonis, namun sejak tahun 2016
mulai tidak harmonis dan sering bertengkar yang disebabkan Termohon
sering membantah ucapan Pemohon, Termohon tidak bisa menghargai
Pemohon, selain itu terlalu overprotektif yang membuat Pemohon tidak
nyaman lagi, Termohon telah berprilaku kasar dan suka mengucapkan
kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;

— Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dengan
Termohon;

— Bahwa setahu saksi saat ini antara Pemohon dengan Termohon
sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2019 yang disebabkan
Pemohon pergi;

— Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil,
dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena

Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;
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Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para
saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya
serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala
sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam

berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis
Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan
Agama Cibinong untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara permohonan perkara
Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa
dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 vyang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permbohonan aquo telah diajukan oleh Pemohon
sebagai Suami sebagai Pemohon ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh
karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan
maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan
sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka
Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan
verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa

perdata yang waijib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian
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dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama
berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka
cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan
perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2)
huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus
dengan verstek, akan tetapi perkara aquo adalah perkara perkawinan yang
merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan
tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis
Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P. tersebut berupa fotokopi akta autentik
yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah
memenuhi ketentuan 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13
Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi
syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P. yang diajukan Pemohon adalah
fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan probationis causa
terhadap peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon [Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa hubungan hukum (rechts betrekking) antara Pemohon dan
Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya
tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
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Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon

formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon
tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan terhadap saksi-saksi
Pemohon, Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah
bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu
ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai
dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim
berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan
Pemohon terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan
Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah
memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur
dalam Pasal 171 HIR oleh karena itu keterangan mereka dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan,
maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

— Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah
tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

— Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis,
namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi
dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang
disebabkan Termohon sering membantah perkataan Pemohon, Termohon
tidak menghargai Pemohon, sikap Termohon yang overprotektif sehingga
membuat Pemohon menjadi tidak nyaman, Termohon sering mengucapkan
kata-kata kasar kepada Pemohon;

— Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak awal
tahun 2019 yang disebabkan Pemohon pergi ;

— Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap

membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil ;
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— Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon
dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas secara eksplisit
menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan keduanya berpisah tempat
tinggal sejak awal tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih
sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana
tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Aad 558350 A Jaas L) 1A 18055 Al B2 1 GIR G alle (e

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan
sayang.

Dan tujuan perkawinan tersebut sulit untuk dapat terwujud dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor |
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,
suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan
melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana
keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal,
sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut
tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan
tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara
Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya
masing-masing maka merupakan indikasi tidak adanya harapan bagi Pemohon
dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut

diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin
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bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354/K/Pdt/2000 tanggal 8
September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya
yang menyatakan “suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling
memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran
sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga’;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga
seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi
mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena
masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan
ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis
Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara
Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan
Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan
tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 227
yang berbunyi:

- 05 s GO B A e e
Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui’.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti
telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karenanya patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk
ikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
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Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang
jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;
Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil

syar’iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
Memberi izin Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Cibinong;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 496.000,- ( empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Dra. Hj. Detwati, M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa

Hukumnya tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy. Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.
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Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,-
- Biaya Proses :Rp 50.000,-
- Panggilan :Rp 390.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,-
- Redaksi :Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 6.000,-
Jumlah :Rp 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
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